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ABSTRAK

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang
mengatur beberapa hal yang berhubungan dengan tata cara hidup
manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual beli. Tidak sedikit
masyarakat yang melakukan jual beli secara kredit, sebab jual beli
secara kredit dapat mempermudah seseorang dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya, seperti yang terjadi desa Argomulyo, awalnya
jual beli yang terjadi sesuai dengan perjanjian namun seiring
berjalannya waktu pihak pembeli tidak memenuhi isi perjanjian
sehingga pihak penjual memberikan denda berupa beras yang harus
dibayarkan setiap kali panen tanpa mengurangi hutang pokok
sehingga dapat memberatkan salah satu pihak yaitu pihak pembeli.

Adapun rumusan masalah dalam penelitin ini adalah 1)
Bagaimana praktik denda pembayaran macet dalam jual beli tanah
sistem kredit di Desa Argomulyo ? 2) Bagaimana tinjauan hukum
ekonomi syariah terhadap denda pembayaran macet dalam jual beli
tanah sistem kredit di Desa Argomulyo? adapaun tujuan penelitian ini
adalah Untuk mengetahui praktek denda pembayaran macet dalam
jual beli tanah sistem kredit di Desa Argomulyo dan Untuk
mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap denda
pembayaran macet dalam jual beli tanah sistem kredit di Desa
Argomulyo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset
yang bersifat deskriptif dan cendrung menggunakan analisis, serta
proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan penelitian ini
merupakan penelitian lapangan (field research).

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah Praktik
pemberlakuan denda terhadap pembayaran macet dalam jual beli
tanah sistem kredit di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten
Way Kanan ialah diakibatkan karena pihak pembeli tidak dapat
melunasi harga tanah yang dibeli secara kredit sampai batas waktu
yang telah ditentukan sehingga pihak penjual memberlakukan denda
terhadap pihak pembeli dengan meminta beras sebesar 3 kwintal
setiap kali panen tanpa mengurangi hutang pokok, dan hal ini sangat
memberatkan pihak pembeli. Sedangkan tinjauan hukum ekonomi
syariah terhadap denda pembayaran macet dalam jual beli tanah



sistem kredit di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way
Kanan tidak sesuai dengan hukum Islam karena denda yang
diberlakukan oleh pihak penjual disebabkan oleh adanya hutang
piutang dari pembelian tanah secara kredit dan pihak pembeli benar-
benar belum mampu membayarnya bukan karena menunda-nunda
pembayaran hutangnya. Adapun orang yang terlambat membayar
karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka
ia tidak denda. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS.
Al-Bagarah ayat 280. Namun dalam melakukan jual beli secara kredit
yang dilakukan tealah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah
kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu.

Q.S An-Nis@ [4]:29)

vii



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat allah swt. yang telah rahmat dan
hidayahnya, sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan bangga
penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tersayang.

1. Ayahanda Zairin Hidayat, terimakasih atas kasih sayang yang
berlimpah telah dicurahkan sejak ayuk didalam rahim hingga
ayuk sebesar ini

2. lbunda Siti Zaenah, terimakasih atas limpahan doa yang tak
pernah terputus, serta semua hal yang telah ibu curahkan semua
yang terbaik untuk ayuk.

3. Terimakasih juga buat kiyayku Ajie Surya Prawira S.H dan kaka
Rani Ismiarti Ergantara S.P.,M.I.L yang selalu mambantu ku
menyelesaikan studi sarjana S1 sampe ketahap akhir ini serta
membuatku selalu semangat dalam berkarya.

4. Terimakasih juga buat adikku Arya Surya Prawira yang turut
berada dan menanti kesuksessanku.

5. Terimakasih juga buat ponakanku Ghyani Shaqueena Surya
Prawira dan Ghali Shailendra Surya Prawira yang membuat ku
semangat tuk mengerjakan skripsi.

viii



RIWAYAT HIDUP

Penulis di anugerahi nama Cahya Surya Prawira oleh kedua
orang tuaku terinta. Penulis merupakan anak kedua dari tiga
bersaudara. Penulis dilahirkan pada 23 April 1996 di Bandar
Lampung.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah
sebagai berikut :

1. SDN 1 Tanjung Agung Bandar Lampung

2. MTsN 1 Bandar Lampung

3. MAN 1 Model Bandar Lampung

4. Dan pada Tahun 2015 melanjutkan pendidikan ke perguruan

Tinggi Universitas Negeri Raden Intan Lampung (UIN)

dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

pada Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Assalamu "alaikum Wr. Whb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi

dengan judul :”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda

Pembayaran Macet Dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit (Studi Di

Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)” dapat

terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi

Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya

yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan

diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi
pada proram strata (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah UIN

Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

dalam bidang Ilmu Syari’ah. Atas semua pihak dalam proses

penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih
sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan
kepada :

1. lbu. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan lampung yang senantiasa tanggap terhadap
kesulitan-kesulitan mahasiswa.

2. Bapak Khoirudin, M.S.1 selaku Ketua Jurusan Muamalah dan lbu
Susi Nurkholidah, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Dr. H. Yusuf Baihagqi, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Herlina
Kurniati S.H.M.E.l selaku pembimbing Il yang telah banyak
meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta
memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/lbu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden
Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa
perkuliahan.

5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola
perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi,
data, referensi, dan lain-lain.



6. Teman-teman  seperjuanganku yang sama-sama  saling
memberikan semangat dalam berkarya sehingga masa kuliah
menjadi lebih berarti semoga saat-saat ndah akan menjad
kenangan yang sangat indah.

7. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat
ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik
yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan
segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat
menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan
kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang
keislaman.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Xi



Pedoman Transliterasi

PEDOMAN TRANSLITRASI

Arab Latin

yang merupakan

hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.l. Nomor: 158 Tahun 1987 dan
Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
I Alif tidak tidak
dilambangkan dilambangkan
< Ba B Be
< ta’ T Te
< sa’ 5 Es (dengan titik
diatas)
z jim J Je
z ha h Ha (dengan titik
dibawah)
z kha Kh Ka dan Ha
3 dal D De
3 zal z Z (dengan titik
dibawah)
B) ra R Er
J zai z Zet
o sin S Es
18 syin Sy Es dan Ye
ue sad S Es (dengan titik
dibawah)
o= dad d De (dengan titik
dibawah)
L ta’ t Te (dengan titik
dibawah)
L za’ z Zet (dengan titik
dibawah)

Xii




d ‘ain ‘ Koma terbalik
diatas

¢ gain g Ge

- fa’ f Ef

3 gaf q Qi

4 kaf k Ka

d lam | El

N min m Em

o nun n En

E) wawu w We

B ha’ h Ha

. hamzah ’ Apostrof
& ya’ Y Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Cpiadia ditulis Muta’aqqindin
s ditulis iddah

3. Ta’ Marbutah
a. Bila dimatikan tulis h

i ditulis Hibbah

LEBEY ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab
yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat,
zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h.

£l g¥1Aa) S Ditulis Karamah al-auliya’
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b. Bilata’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah,
dan dammah ditulis t.
Shdllsls Ditulis Zakatul fitri

4, Vokal Pendek

Kasrah Ditulis i
Fathah Ditulis
Dammah Ditulis
5. Vokal Panjang
Fathah + Alif ditulis a
Llala ditulis Jahiliyah
Fathah +ya’ mati ditulis a
Py ditulis Yas’a
Kasrah + ya’ mati ditulis i
pas ditulis Karim
Dammah + wawu ditulis u
mati
uay b ditulis Furud
6. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ditulis Ai
aliy ditulis Bainakum
Fathah + wawu mati ditulis Au
Je ditulis Qaulun

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan

Dengan Apostrof
acifi ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
S ol ditulis la’in syakartum
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8. Kata Sandang Ali + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyah

Ol AN ditulis Al-Qur’an
) ditulis Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan mengandakan
huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan
huruf | (el) nya.

& Lanal) ditulis As-sama’
) ditulis Asy-syams

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Cagal 693 ditulis zawi al-furud
aaud) Jal ditulis Ahl as-sunnah
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BABI
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang
skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan
pengertian judul, hal ini untuk menghindari penafsiran yang
berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan
dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung
didalam judul Skripsi ini. Penelitian yang dilakukan ini
adalah Dberjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Denda Pembayaran Macet dalam Jual Beli Tanah
Sistem Kredit (Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan)

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah  adalah
pemeriksaan yang teliti tentang peraturan berkaitan
dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi
kebutuhan manusia yang brsifat komersial yang
didasarkan pada hukum Islam.'

2. Denda Pembayaran Macet

Denda pembayaran macet ialah “hukuman yang
berupa keharusan membayar dalam bentuk uang.’
Disebabkan proses perbuatan membayar yang tidak
berfungsi dengan baik.’

1 Andri Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah Dan Figih Muamalah (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2019), 17.

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 72.

% Kebudayaan., 91.



3. Jual beli kredit

Jual beli secara kredit ialah suatu pembelian yang
dilakukan terhadap sesuatu barang, yang Denda harga
barang tersebut secara berangsur-angsur sesuai tahapan
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.’

Maksud dari judul skripsi ini adalah untuk
mengetahui  ketentuan Hukum Ekonomi Syariah
mengenai penyelesaian perbuatan Denda macet dalam
jual beli tanah secara tidak tunai. Penelitian ini dilakukan
di desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way
Kanan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul skripsi Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Denda
Macet dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit (Studi di Desa

Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan).
1. Alasan Objektif

Adanya kejanggalan mengenai penyelesaian
Denda setelah jatuh tempo dalam jual beli tanah secara
kredit, yakni pihak pembeli harus memberikan beras
sebanyak 3 kwintal selama panen tanpa menurangi
hutang pokok pembeli, hal ini dapat merugikan salah satu
pihak yaitu pembeli.

2. Alasan Subjektif

a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat
memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

* Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2012), 63.
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b. Masalah ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan
jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu hukum
ekonomi syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis,
mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi
manusia, kapan dan dimana pun tahap-tahap
perkembangannya. Oleh sebab itu Islam mengatur seluruh
tata kehidupan manusia termasuk muamalat yang
didalamnya menyinggung banyak persoalan interaksi
manusia dengan manusia lainnya. Termasuk dalam jual beli
secara kredit. Dalam bermuamalah, Islam menganjurkan
untuk berprilaku jujur, amanah, adil dan dan memberikan
kemerdekaan jelas-jelas bebas dari unsur riba.Islam
melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran
larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenubhi janji
serta menunaikan amanat. ’

Jual beli secara kredit merupakan jua beli yang
pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai
tahapan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jual
beli secara kredit dikenal dengan istilah 1 sebagai memberi
hutang. Pemberian hutang hukumnya adalah sunah, bahkan
ada yang wajib seperti menghutangi orang yang sangat
membutuhkan, karena tiap-tiap oaring dalam masyarakat
berhajat kepada pertolongan. Seperti halnya yang dilakukan
masyarakat di desa Argomulyo Kecamatan Banjit
Kabupaten Waykanan

5 Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, “Praktik Pengalihan

Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum
Islam,” ASAS, vol. 14, no. 01 (July 23, 2022): 62-69,
https://doi.org/10.24042/ASAS.V14101.13143.



Praktik jual beli tanah secara kredit yang terjadi di
desa Argomulyo Kecamatan Banjit dilakukan atas dasar suka
sama suka dengan sistem kekeluargaan dan saling percaya
terhadap masing-masing pihak. Akad yang dilakukan adalah
secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur
hukum yang mendukung. Kedua belah pihak melakukan akad
jual beli yang dilakukan secara kredit yakni pihak pembeli
tidak harus membayar secara kontan tanah tersebut
melainkan dapat melakukan pembayaran untuk beberapa kali
sampai batas waktu yang ditentukan. Waktu yang
ditentukan dalam perjanjian tersebut ialah selama 2 tahun
dengan harga sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta
rupiah).

Tanah yang diperjual belikan akan berpindah tangan
ketika pihak pembeli telah membayar DP tanah tersebut,
sehingga sebelum pihak pembeli membayar lunas tanah
tersebut, maka pihak pembeli dapat memanfaatkan lahan
tersebut untuk diambil hasilnya guna memenuhi kebutuhan
keluarganya, dengan kata lain tanah yang telah diberikan
uang DP tersebut secara otomatis berpindah tangan kepada
pihak pembeli walaupun tanah tersebut belum dibayar lunas.

Namun, ketika sudah jatuh tempo pembeli belum
dapat melunasi tanah tersebut pihak pembeli baru dapat
membayar sebesar 17.000.000 (7ujuh belas juta rupiah)
dengan jumlah kekurangan yang belum dibayar sebesar Rp.
8000.000 (delapan juta rupiah) Sehingga penjual tanah
membuat peraturan yaitu selama pihak pmbeli belum dapat
melunasi tanah tersebut maka pihak pembeli harus
memberikan beras sebanyak 3 kwintal beras kepada pihak
penjual tanap mengurangu hutang pokok pembeli. Hal ini
diduga dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak
pembeli.
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka
sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan
“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian
Denda Macet dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit (Studi
di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way
Kanan)”.

D. Fokus Peneletian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah
terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan
yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini.
Maka penelitian ini difokuskan pada Penyelesaian Denda
Pembayaran Macet dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit di
Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way
Kanan.

E. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktik denda pembayaran macet dalam jual
beli tanah sistem kredit di Desa Argomulyo Kecamatan
Banjit Kabupaten Way Kanan.?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap
denda pembayaran macet dalam jual beli tanah sistem
kredit di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten
Way Kanan.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui praktek denda pembayaran macet
dalam jual beli tanah sistem kredit di Desa Argomulyo
Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah
terhadap denda pembayaran macet dalam jual beli tanah
sistem kredit di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah
wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat
dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
ilmu pengetahuan khususnya tentang Praktik Denda
Terhadap Pembayaran Macet dalam Jual Beli Tanah
Sistem Kredit dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu
syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada
Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Intan
Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum penulis
mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya
menjadi satu karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis
tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu terhadap skripsi-
skripsi terdahulu yang mempunyai judul hampir sama
dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini
adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis
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teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi-
skripsi terdahulu.

Adapun penulis mengadakan suatu tinjauan
kepustakaan, penulis akhirnya menemukan beberapa tulisan
yang menulis judul hampir sama dengan yang akan penulis
teliti, judul-judul tersebut antara lain adalah:

1. Fahrul Umam Al-Hakiki (2019) melakukan penelitian
yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli
Kredit Terhadap Pembiayaan Rumah Di Griya As
Sakinah Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”.
Berdasarkan hasil penelitiannya dan analisis data yang
dilakukan Akad jual beli kredit yang ada pada developer
property dan agency Griya as Sakinah kecamatan
Geger Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan Hukum
Islam yaitu karena pembayaran Down Paymant (DP),
dimana pembayaran tersebut tidak diperbolehkan pada
akad jual beli kredit atau tagsith pengangsuran
pembayaran tiap waktu tertentu) dan Penyelesaian kredit
macet pada Griya As sakinah sudah sesuai dengan
hukum Islam yaitu dengan memberikan kesempatan
waktu lebih  kepada debitur yang belum Dbisa
membayar. carapenyelesaian yang diakukan oleh pihak
Griya as Sakinah dengan  menggunakan  surat
peringatan sebanyak maksimal 3x sehingga benar-benar
mencari jalan keluar terbaik untuk kedua belah pihak.
Akan tetapi yang tidak sesuai dengan pedoman
tersebut  adalah apabila debitur tidak mampu
membayar lagi atau pailit maka rumah tersebut
langsung  dijual tanpa pemberitahuan sebelumnya
meskipun pembagian keuntungannya dibagi sesuai
syariat.



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan oleh Fahrul Umam Al-Hakiki adalah terdapat
pada penyelesaain masalah kredit macetnya dalam
penelitian ini pemilik tanah tidak memberikan waktu
terlebih dahulu kepada pihak pembeli dan langsung
menetapkan denda sedangkan dalam peneliian Fahrul
Umam Al-Hakiki penyelesaiannya dengan memberikan
kesempatan waktu lebih kepada debitur yang belum
bisa membayar. carapenyelesaian yang diakukan oleh
pihak Griya as Sakinah dengan menggunakan surat
peringatan sebanyak maksimal 3x sehingga benar-benar
mencari jalan keluar terbaik untuk kedua belah pihak.

. Faris AS (2018), melakukan yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di
Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah
Mandiri Semarang). Berdasarkan hasil penelitian dan
analisis data yang dilakukan BSM Semarang
menerapkan sanksi berupa 7a’zir bagi nasabah yang
mampu namun menunda pembayaran berupa uang denda
2) BSM  memberikan  ta’zir rata-rata  dengan
kewajiban yang akan dikenakan perhari sesuai
keterlambatan tiap bulannya. 3) uvang ta’zir diakui
sebagai pendapatan non halal secara akuntansi masuk
kedalam non pendapatan riil. 4) dana fa’zir disalurkan
melalui lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang
ditunjuk sesuai surat edaran Bank Indonesia. Setelah
disalurkan BSM tidak mungkin lagi mengutak-atik
dana tersebut 5) ada perbedaan pendapat ulama
tentang kebolehan ta’zir bil mal, Muhammadiyah dan
MUI membolehkan pembebanan ta’zir  bil mal kepada
nasabah sepanjang dana tersebut diakui sebagai
pendapatan  non  halal. Sedangkan @ NU  tidak
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membolehkan ta’zir bil mal karena tidak ada satupun
ulama yang menafsirkan bahwa  sanksi dalam
muammalah berupa pembebanan sejumlah uang atau
harta.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan oleh Faris AS adalah terdapat pemberlakuan
dendanya, dalam penelitan ini pihak penjual tidak tau
menau apakah pihak pembeli mampu untuk membayar
atau tidak tetap diberlakukan denda. Sedangkan
penelitian yang dilakukan Faris AS denda diberlakukan
terhadap nasabah yang mampu dan menunda-nunda
pembayaran.

. Alviani Fransiskawati (2018), melakukan peneliian yang
berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang
Bermasalah (Studi Kasus Di BMT El-Hidayah Purwosari
Batanghari Nuban Lampung Timur)”. Berdasarkan hasil
penelitian dan analisis data yang dilakukan, bahwa sanksi
pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di
BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung
Timur berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah telah
sesuai, hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN
No.17/DSN-MUI/IX/2000 bertujuan untuk memberikan
efek jera bagi nasabah agar tidak mengulangi perbuatan
yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Penerapan
sanksi denda di BMT El-Hidayah sudah sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah bahwa sanksi denda hanya sebatas
Ta’zir (hukuman) agar nasabah lebih disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan oleh Alviani Fransiskawti ialah terdapat pada
objeknya. Objek dalam penelitian ini adalah jual beli
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tanah secara kredit yang dilakukan secara langsung oleh
pihak yang bersangkutan,sedangkan penelitian yang
dilakukan Alviani Fransiskawati merupakan pembiayaan
murabahah yang melalui lembaga keuangan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah
yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan
topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga
nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas
topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis
memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang
Penyelesaian Denda Macet dalam Jual Beli Tanah Sistem
Kredit di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten
Way Kanan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( fie/d
research), artinya penelitian yang dilakukan dalam
kehidupan yang sebenarnya.’ penclitian itu sendiri
harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan
keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan
memiliki manfaat.” Mengingat jenis penelitian ini
adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan
data penulis menggali data-data yang bersumber dari
lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini.

® Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 102.
" Mafrukhi, Kompeten Berbahasa Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2007), 191
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b. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini
bersifat  deskriptif. Deskiriptif —adalah hanya
mendeskripsikan apa-apa  yang saat ini
berlaku.didalamnya terdapat upaya mendeskrpsikan,
mencatat, analisis dan menginterprestasikan kondisi-
kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian
ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya
mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan
yang diteliti.®

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber pokok dalam
skripsi ini, dimana berisi data tentang Penyelesaian
Denda Macet dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit.
Serta diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak lagsung
dari subjek penelitinya.’

. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang
tidak langsung memberikan data kepada pengumpul
data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. '’
Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini
terdiri dari: Al-Qur’an, hadist, dan buku-buku yang
terkait dengan permasalahan.

26.

27.

8 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Proposal (Jakarta: Bumi Raksa, 2014),
® Kartini Kartono, Metodologi Reset Sosial (Bandung: Mandar Maru, 1990),

10 sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung:

Alfabeta, 2015), 225.
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3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian
dari kumpulan satuan atau kumpulan individu yang
merupakan sasaran yang berkaitan dengan masalah
penelitian."' Populasi dalam penelitian ini adalah pihak
pembeli dan pihak penjual.

Menurut  Suharismi  Arikunto berpendapat
bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek
kurang dari 100 lebih baik diambil sehingga penelitian
termasuk penelitian populasi. Tetapi jika jumlah
subjeknya besar , dapat diambil antara 10-15% atau
20-25%. Jadi dalam penelitian merupakan penelitian
populasi sebab jumlah subjeknya yang diteliti kurang
dari 100 orang.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan
untuk membahas persoalan yang terdapat dalam peneliti
ini yaitu berupa :

a. Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara mengamati dan
mencatat secara sistematik tentang gejala-gejala yang
akan diselidiki.'* Merupakan suatu cara yang dilakukan
untuk  mengumpulkan  data peneliti = dengan
pengamatan. Observasi yang dilakukan pada peneliti
ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data-data
yang sesungguhnya dari interview terhadap pihak
penjual dan pembeli tanah.

" bid., 53.
12 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi
Aksara, 2015), 70.
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Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan
data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh
pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban
responden  dicatat dan  dirckam.”’  Peneliti
menggunakan teknik wawancara berstruktur di mana
pewawancara bertanya langsung pihak penjual dan
pembeli yang telah melakukan akad jual beli.

. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal

atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat
kabar, agenda, dan sebagainya. Adapun dokumentasi
yang digunakan dalam skripsi ini berupa arsip-arsip
maupun keterangan yang berkaitan dengan bukti
kwitansi Denda jual beli tanah secara kredit.

5. Prosedur Analisis Data

Metode Analisis Data adalah metode atau cara
untuk mendapatkan, mengelompokan data menjadi
informasi sehingga karakteristik data menjadi mudah
dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan
solusi permsalahan penelitian. Analisis data dalam
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati dari lokasi penelitian.'* Berkaitan dengan
skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat
mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-
buku, Al-Qur’an, Hadist dan sumber lainnya yang
kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

1% Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial (Jakarta: Raja Wali,

1992), 133.

1% Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007), 51.
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6. Pemeriksaan Keabsahan Data

a.

Editing

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah
dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah
relavan sesuai dengan masalah. Dalam hal ini
dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang
terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, interview,
apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan
relavan.'

Coding

Yaitu pemberian tanda kata yang diperoleh, baik
berupa penomoran ataupun penggunaan tanda simbol
atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau
kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan

1
sumbernya.'°

Analizing

Yaitu tahapan analisis dan perumusan terkait
praktik Penyelesaian Denda Macet dalam Jual Beli
Tanah Sistem Kredit di desa Argomulyo kecamata
Banjit Kabupaten Way Kanan.

5 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Bandung: Sinar Baru,

1991), 132.

16 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2005), 53.



BABII
KAJIAN TEORI

A.Denda
1. Pengertian Denda

Dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti
(1) hukuman yang berupa kearusan membayar dalam
bentuk uang : oleh hakim yang dijatuhkan hukuman
kurungan sebulan atau

.... Sepuluh juta rupiah, (2) vang yang harus
dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar suatu
aturan, undang-undang dan sebagainnya), lebih baik
membayar ... dapat dipenjarakan.'’

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman
ta’zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man‘u,
yang artinya menolak dan mencegah.18

At- ta’zir adalah  larangan, pencegahan,
menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman
yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang
wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang
tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu
menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi."’

Y W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai

Pustaka, 2006), 279.

18 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 12.

19 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, Cet. Ke-4, 2003), 1771.

15
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Sedangkan denda (fine), hukuman yang

berupa keharusan membayar dalam bentuk uang
karena melanggar aturan undang-undang.”

2. Dasar Hukum Denda

1) Al-Qur’an

> - ’./ ..’:/ ’,/.,55 i/:- ,55/‘ =5 ’f -
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“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-
sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah),
tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-
sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat
(melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan
sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang
biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau
memberi  Pakaian  kepada  mereka  atau
memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak
sanggup melakukan yang demikian, Maka
kaftaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian
itu adalah kaftarat sumpah-sumpahmu bila kamu
bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah
sumpahmu.  Demikianlah  Allah  menerangkan

2 Nijaga Swadaya, Kamus Istilah Ekonomi Populer (Jakarta: Gorga Media,

2006), 90.
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kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur
(kepada-Nya). ”(Qs. Al-Ma’idah [5]: 89)

2) Hadis

“barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat
sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka
hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari

itu, dan membayar denda (katarat) dari sumpahnya

tersebut !

Dari hadits di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa apabila sesorang sudah melakukan sebuah akad
(perjanjian) dan dia tidak melaksanakan janji tersebut
dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban itu
maka dia mendapatkan hukuman atas
kelalaiannya tersebut.

3. Pemberlakuan Denda Menurut Hukum Islam

Denda menurut Hukum Islam, yaitu sering
dijumpai ditengah- tengah masyarakat dalam berbagai
bentuk denda berkaitan dengan perjanjian.Denda
keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau
hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat
kembali.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat
perbedaan pendapat ulama figh.Sebagian berpendapat
bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dan
sebagiannya lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama
mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu

2! Syaikh M. Nasiruddin al- Albani, Mukhtasar Shahih Muslim (Jakarta:
Shahih, 2016), 451.
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Qayyim Al-Jauziah, mayoritas ulama mazhab Syafi’l
berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan
hukum denda terhadap suatu tinda pidana ¢a‘zir
Alasan yang mereja kemukakan adalah sebuah
riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara
tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW
bersabda :

e e ) g del 06 T g Wal A6 20 sl 22
(Sl oy Lo Sl

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan
patuh akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa
yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya,
serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda
sebagai hukuman dari tuhan kami....””

Menurut mereka hadits ini sccara tegas
menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan
denda pada orang yang enggan membayar zakat.

Imam Asy Syafi’l al-qoul al-jadidi, Imam Abu
Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy
Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki
berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh
dikenakan dalam tindak pidana za’zir.. Alasan
mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku
diawal Islam telah di nasakhkan (dibatalkan) oleh
hadits Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang
mengatakan :

22 An-Nasa’i, Sunan an-Nasa 7, No Hadis.2443 (Beirut al-Ma‘rifat, 1420 H.).
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“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain
selain zakat.” (HR. Ibnu Majjah)”

Disamping itu mereka juga beralasan pada
keumuman ayat—ayat Allah SWT yang melarang
bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain,
dalam surat Al-Baqarah[2] ayat 188:

5 2o o~ s 83 ) A 2. =fF . 233 -
AL ) T3 Jledl (S5 (S50 1556 Y3
. st £ 2 es g PE o F o. 88 2

(T sl 25T G el g5l 5 Ly p 15l= )

“Dan  janganlah  kamu memakan  harta
sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang
bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta
itu kepada hakim (Qs. Al-Baqarah [2]:188)

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam
soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman
denda disebabkan melakukan tindak pidana ta‘zir.
termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di
atas, karena dasar hukum denda itu denda itu tidak
ada.*'Ini adalah perbedaan pendapat para ulama
tentang hukuman denda.Ulama yang melarangnya
berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah
ada telah dihapus dengan hadits Rasulullah SAW di
atas.

2 Ibnu Majah, “Sunan Ibnu Majah, No Hadis 1861,” (
http://www.islamic_council.com.)
2% |bnu Majah, Juz 1 (Beirut: Darul Fikr, t.th..), 570.
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Para ulama memilah jenis-jenis ¢4’ zir. dalam 4
(empat) kelompok:

1. Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.

2. Hukuman psikologis, seperti penjara atau
pengasingan.

3. Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaa.

4. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah
demi kemaslahatan umum.

Ulama tidak memiliki titik pandang yang
sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk
transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua
pendapat yaitu sebagai berikut: Pendapat pertama
menyatakan ~ bahwa  hukum  asalnya  adalah
terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan  yang
dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua,
yaitu menegaskan bahwa hukum asal dalam
masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan
tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat
yang menunjukkan haram dan batalnya. Dengan
demikian ~ maksud dari syarth  jaza’i, yaitu
diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi  tersebut
bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal
dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian
secara riil.”

. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai
sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulani

% Iman Setya Budi, “Denda Spp (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)

Mahasiswa Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi
Syariah,” Al-Igtishadiyah : Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 1
(June 30, 2017): 51-73, https://doi.org/10.31602/1QT.V311.1010, 35.
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perbuatan maksiat kembali.  Dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari’ah, sanksi dapat diberikam
kepada orang yang ingkar janji, dan ketenuan
seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal
36 yang menyebutkan bahwa :

1. melakukan apa yang dijanjikan untuk
melakukannya.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi
tidak sebagaimana dijanjikan.

3. Melakukan yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak
boleh dilakukan.

Sedangkan  mengenai  jenis sanksinya
disebutkan dalam Pasal 38, yaitu pihak dalam akad
yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi

2. Pembatalan akad

3. Peralihan resiko

4. Denda, dan/atau

5. Membayar biaya perkara

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman
denda, sebagai fuquha dari kelompok yang
meembolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan
hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan
caraa menarik uang terpidana dan menahan darinya
sampai keadaan pelaku menjadi baik.Jika sudah
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menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan
kebaikan.*®

5. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran
Denda

1. Perspektif DSN Terhadap Denda

Dalam  mengeluarkaan  fatwa, = Dewan
Syari’ah Nasional memperhatikan kondisi yang
terjadi pada masyarakat.Bahwa adanya nasabah
yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban
pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun
akad yang lainnya, pada waktu yang telah
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua
belah pihak. Maka dalam hal ini Dewan Syari’ah
Nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas
nasabah yang mampu namun menunda-nunda
pembayaran.

Terdapat ~ beberapa  ketentuan ~ dalam
menetapkan sanksi kepada nasabah yang mampu

namun menunda-nunda pembayaran
tersebut.Ketentuan-ketentuan ini dibedakan
menjadi dua yaitu ketentuan umum dan

penyelesaian  perselisihan. Isi ketentuan umum
terseebut adalah sebagai berikut 2

a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah
sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah

% At-Tasyri’ Al-Jina’l Al-Islamiy Mugaranan bil Qamunil Wad’iy Abdul
Qadir Audah, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Bogor: PT
Kharisma IImu, t.th.), 101-102.

21 perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT), Himpunan Undang-
undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari’ah: Dilengkapi 44 Fatwa
Dewan Syari’ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari’ah, (Yogyakarta:
Pustaka Zeedny,2009), (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009).
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yang mampu membayar, tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan sengaja.

b) Nasabah yang tidak atau belum mampu bayar
disebabkan force majeur tidak boleh dikanakan
sanksi.

c) Nasabah yang mampu yang menunda-nunda
pembayaran dan tidak mempunyai kemauan
untuk membayar hutangnya boleh dikenakan
sanksi.

d) Sanksi didasarkan atas prinsip ta‘zir, yaitu
bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya.

e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang

yang besarnya ditentukan atas dasar
kesepakatan dan dibuat saat akad
ditandatangani.

f) Dana yang berasal dari denda diperuntukan
sebagai dana sosial.”®

Dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas
nasabah yang mampu akan tetapi menunda
pembayaran hutang, terdapat satu ayat Al —
Qur’an, satu hadits, dan dua buah kaidah fikih yang
dijadikan dalil. Ayat Al-Qur’an yang dijadikan
dalil dalam mengeluarkan fatwa ini adalah QS. Al-
Ma’idah[5] : 1

% Dewan Syari’ah Nasional MUL, Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah
(Jakarta: Erlangga, 2014), 122.
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“Hai orang-orang yang beriman,

penuhilah  akad-akad  itu Dihalakan bagimu
binatang terbnak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (vang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan  berburu  ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan
hukum- hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”
(0S. Al- Al-Ma’idah/5] :1)

Pada ayat di atas dikatakan bahwa akad
(perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada
Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia
dalam pergaulan sesamanya.Akad yang dibuat
tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak,
seperti akad perjanjian untuk mengembalikan
pembiayaan pada waktu jatuh tempo. Ayat diatas
dijadikan dalil untuk pemenuhan janji akad yang
telah disepakati antara dua pihak berakad.

. Perspektif Para Ulama tentang Denda

Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya
yang berjudul Fatwa- Fatwa Kontemporer
mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini
berpendapat bahwa jika orang yang berhutang
memunyai hutang dan mampu membayar, namun
mengulur-ulur waktu pembayaran, maka boleh
mengambil denda darinya dan menganggap denda
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tersebut adalah sebagai sedekah.”” Kemudian uang
denda tersebut disedahkahkan untuk membantu
pelajar yang tidak mampu dan sebagiannya.

Adapun orang yang terlambat membayar
karena tidak mampu dan kondisi yang tidak
memungkinkan,  maka ia  tidak  denda.
Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS.
Al-Baqarah[2] ayat 280 :
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“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam
kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia
berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau
semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahu”.(QS. Al- Bagarah [2] : 280).

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa
Allah  memberikan kelapangan bagi orang yang
benar-benar dalam kesusahan sehingga tidak dapat
membayar hutangnya, maka sepatutnya bagi orang
yang memiliki kelebihan dan kemudahan maka
Allah  memerintahkan untuk menyedekahkan
sebagian hutangnya untuk orang dibayarkan hingga
orang tersebut kembali mampu membayar
hutangnya. Tetapi dalam hal ini Allah tidak
memerintahkan untuk menunda- nunda
pembayaran utang jika orang tesebut membayarnya.

2yusuf al Qardhawi, Fikih Daulah Dalam Perspektif Al Qur’an (Bandung:
bulan bintang 2003), 534 -35.
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B. Jual Beli

1. Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (al-bai') dalam arti umum ialah
suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan
kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad
yang mengikat dua belah pihak atas dasar kesepakatan
mereka. Tukar menukar yaitu salah satu pihak
menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang
ditukarkan pihak lain. Dan sesuatu yang bukan
manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah
berbentuk, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi
bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.*

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar
menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan
pula kelezatan yang mempunyai daya tarik,
penukarannya bukan emas dan perak, bendanya dapat
direalisir dan ada seketika tidak ditangguhkan, tidak
merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si
pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui
sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.”’

Sedangkan jual beli menurut pengertian fikih
adalah pertukaran harta atas dasar saling rela untuk
memindahkan milik dengan ganti yang dapat
dibenarkan.*” Jual beli hukumnya boleh Apabila kita
perhatikan pada masa sekarang ini, semakin minim
orang-orang yang yang memperlihatkan transaksi
mereka sesuai dengan hukum Allah SWT atau tidak.
Bahkan, kebanyakan dari mereka menitik beratkan

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 69.
%! Syhendi., 70.
%2 sayyid Sabig, Figh Sunnah 13 (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), 47-48.
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pada  transaksi yang  mempunyai  prospek
keuntungan semata. Jadi, pertimbangan mereka adalah
kalkulasi untung dan rugi, sedangkan halal dan
haramnya transaksi tersebut tidak diperhatikan.”

Secara terminologi terdapat beberapa definisi
jual beli yang di kemukakan ulama figh, sekalipun
subtansi dan tujuan masing-masing definisi adalah
sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan sebagai
berikut :

Y¢ R

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara
tertentu”

Jual beli dalam istilah figih disebut dengan a/-
bai yang berarti menjual, mengganti dan menukar
sesuatu dengan sesuatu yang lain.”> Sedangkan
menurut para ulama jual beli adalah:

1) Ulama Hanafiyah

“pertukaran harta dengan harga dengan cara yang
dibenarkan™.*°

2) Imam Nawawi

“Pertukaran harta dengan harta dan terjadi
perpindahan kepemilikan™.”’

¥ Amir Syarifuddin, Figih Muamalah (Jakarta: Prenada Media Group, 2003),
193.

% Nasrun Haroen, Figih Muamalah (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama,
2007), 111.

% Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana,
2005), 101.

% Dewi., 139.

% Dewi., 140.
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3) Ibnu Quddanah

“Pertukaran harta dengan harta dan saling
memiliki”.*®

4) Alj Fikri

“tukar menukar barang dengan barang, atau barang
dengan uang, uang dengan barang bahkan manfaat

dengan manfaat”.*

5) Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli
menurut istilah menurut istilah adalah tukar
menukar barang yang bernilai dengan semacamnya
dengan cara yang sah dan khusus, yakni 7jab-gabul
tanpa atau tanpa jjab-gabul.*

6) Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Figih Sunnah
mendefinisikan jual beli adalah pertukaran benda
dengan benda lain dengan jalan saling merelakan
atau memindahkan hak milik dengan adanya

penggantinya dengan cara yang dibolehkan.*'

Selain pemaparan di atas ulama Malikiyah juga
mendefinisihkan jual beli secara umum dan khusus
yakni :

a. Secara umum jual beli merupakan saling
menguntungkan selain untuk manfaat bisa juga
untuk kesenangan. Jual beli juga dapat diartikan
perjanjian pertukaran barang bukan hanya untuk
memanfaatkan semata dan berlaku untuk pihak-
pihak yang terlibat.*’Barang yang dijadikan objek

% Dewi.,141.
%% Ibid., 180.
0 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Depok: Gema Insani,

2007), 2.

41 |bid., 45.
2 bid., 69.
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jual beli yang bukan untuk manfaat seperti tv dan
lain-lain.

b. Secara khusus jual beli merupakan pertukaran harta
dengan harta dengan cara khusus dan dibenarkan.

Berdasarkan pengertian jual beli di atas dapat
dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian
tukar menukar benda atau barang yang mempunyai
nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang
satu  menerima benda-benda dan pihak lain
menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan
yang telah dibenarkan syara’dan disepakati.*

b. Dasar Hukum Jual Beli
1. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah dasar hukum yang
menduduki tingkat pertama dalam menentukan
hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan
beragama. Allah SWT telah mensyariatkan jual beli
dalam firmannya-Nya dalam surat Al-Baqarah [2] :
275, yaitu:
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba
tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya

3 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 69.
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orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu
adalah di sebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang — orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah.
Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang
itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal
didalamnya.”(Q.S Al-Baqarah [2]: 275)

Maksud dari potongan ayat di atas adalah
secara umum tapi tegas memberikan gambaran
tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman
riba. Allah SWT dengan tegas menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba. Bahwa terdapat
perbedaan yang jelas antara jual beli dengan riba,
begitu juga jelasnya hukum pada masing-
masingnya. Sebagai muslim kita dilarang
mencampur adukkan antara perkara yang halal
dengan yang haram.

Kemudian didalam surat An-Nisa’ (4) ayat
29 Allah SWT berfirman sebagai berikut :

“ bid., 65.



31

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan
Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..”(Q.S
An-Nisa [4]:29).

2. As-Sunnah

Umat Islam telah sepakat bahwasannya apa
yang keluar dari Rasulullah SAW baik berupa
perbuatan, perkataan atau ketetapan dan hal itu
dimaksudkan sebagai pembentukkan hukum Islam
dan sebagai tuntunan. Serta diriwayatkan kepada
kita dengan sanad yang shahih yang menunjukkan
kepastian atau dugaan yang kuat tentang
kebenarannya, maka ia menjadi hujjah atas kaum

.4
muslim.*

Dalam hadist Rasulullah SAW disebutkan
tentang diperbolehkannya jual beli, yaitu sebagai
berikut :

Jwvgmjmm&,asmu 328 2 d@@”’i@u)&
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“Dari Rifa’ah bin Rafii RA bahwasannya
Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam pernah di tanya :
pekerjaan  apakah yang paling baik?. Beliau

> Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Figih)
(Jakarta: Rajawali pers, 1993), 42.

* Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asgalani, Bulugul Marram Min Adilatil Ahkam,
Penerjemah Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 158.
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menjawab : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya
sendiri dan setiap jual-beli yang bersih.” (H.R. Al-
Bazzar. Hadist shahih menurut Hakim).””

3. ljma’

Para ulama dan seluruh umat Islam telah
sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, karena jual
beli sangat dibutuhkan oleh manusia pada
umumnya. Jika didalamnya telah terpenuhi rukun
dan syarat. Alasannya karena tidak bisa memenuhi
kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.*

Mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma’
ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan
dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu
mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang
lain. Namun demikian, bantuan atau barang itu
harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.*’

c. Rukun dan Syarat Jual Beli
1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang
harus dipenuhi, jika suatu pekerjaan yang tidak
dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu
akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan

50
syara’.

Dalam menentukan rukun jual beli,
terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiah

47 Ash-shan’ani, Subul as-sala>m, No Hadist. 734 (Http://www.as-islam.com)
“8 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

* Syafe’i.,75.

% Syafe’i., 76.
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dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut
ulama Hanafiah hanya satu, yaitu 7jab (ucapan
membeli dari pembeli) dan gabu/ (ucapan menjual
dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun
dalam jual beli itu hanyalah kerelaan dari kedua
belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.”'

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan
menyatakan bahwa rukun jual beli itu, sebagai
berikut:

a) Ada Pelaku / penjual dan pembeli (orang yang
berakad)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan
pembeli. Penjual yaitu pemilik harta yang
menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa
untuk menjual harta orang lain. Sedangkan
pembeli adalah orang yang cakap yang dapat
membelanjakan hartanya (uangnya).>

b. Ada Objek atau barang

Objek jual beli mempunyai beberapa syarat yaitu
barang yang diperjualbelikan harus ada, barang
yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan,
barang yang diperjualbelikan harus halal, barang
yang diperjualbelikan harus berupa barang yang
memiliki nilai atau harga tertentu.”

c. Ada lafadz 7jjab dan gabul

Para ulama berpendapat bahwa Jjab dan gabul ini
sangat penting karena Jjab dan qabul
menunjukkan keinginan dan ridha’ pelaku akad.

%! |bid., 114.
52 Haroen., 116.
58 Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), 102.



34

Jika jjab dan gabul tidak ada maka diasumsikan
pelaku akad tidak ridha’ melakukan akad.’* Pada
dasarnya ijab gabul dilakukan dengan lisan,
tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau
yang lainnya boleh 7jab qgabul dengan surat
menyurat yang mengandung arti 7jab dan gabul.
Jual beli belum dikatakan sah sebelum 7jab dan
qgabul dilakukan sebab ijab gabul menunjukkan
kerelaan (keridhaan).”

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat—syarat jual beli yang
mempengaruhi sah tidaknya jual beli tersebut yaitu:

a. Penjual dan pembeli

Yang dimaksud dengan penjual dan
pembeli adalah orang yang mengadakan akad
(transaksi), disini dapat berperan sebagai penjual
dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus
dipenuhi oleh yang mengadakan akad transaksi
antara lain :

1) Berakal dan beragama Islam

Jual beli hendaknya dilakukan dalam
keadaan sadar dan sehat, jual beli yang
dilakukan oleh orang gila, mabuk atau
pingsan tidak sah dan haram

2) Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa)

Pada dasarnya jual beli itu hendaknya
dilakukan atas kehendak atau kemauan diri
sendiri (ada kerelaan) atau tidak ada paksaan

% sahroni Oni, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya
Dalam Ekonomi Syari’ah (jakarta: Rajawali Press, 2016), 27.
> Ibid., 70.
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dari masing-masing pihak. Karena kerelaan
itu adalah perkara yang tersembunyi dan
tergantung pada garinah di antara ijab gabul,
seperti suka sama suka dalam wucapan,
penyerahan dan penerimaan.”

3) Baligh

Menurut hukum Islam dikatakan
baligh yaitu dewasa apabila telah berusia 15
tahun bagi anak laki-laki dan telah datang
(haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu
transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil
tidak sah jual belinya. Menurut sebagian
ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan
untuk melakukan perbuatan jual bel,
khususnya untuk barang-barang kecil dan
tidak bernilai tinggi.”’

b. Uang atau harga dan barang atau objek akad

Objek atau benda yang menjadi sebab
terjadinya transaksi jual beli harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :

1) Suci Barangnya

Artinya benda atau objek yang
diperjualbelikan  bukanlah  barang yang
dikategorikan barang yang najis atau barang
yang diharamkan oleh syara’. Barang yang
diharamkan seperti minuman keras dan kulit
binatang yang belum di samak (menyucikan
kulit hewan).

% Kumedi Jafar, Hukum Perdata Islam (Bandar Lampung: Permatanet
Publishing, 2016), 142.
*" Jafar., 143-144.
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2) Dapat diambil manfaatnya

Barang yang diperjualbelikan dapat
diambil manfaatnya bagi manusia,
memperjualbelikan binatang serangga, ular,
semut, tikus atau binatang-binatang lainnya
yang buas adalah tidak sah kecuali untuk
dimanfaatkan, oleh sebab itu bangkai, darah
dan khamar tidak sah menjadi objek jual beli,
karena dalam pandangan syara’ benda-benda

seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.>®

3) Milik orang yang melakukan akad

Artinya orang yang melakukan
transaksi jual beli atas suatu barang itu adalah
pemilik sah dari barang yang dimilikinya
tersebut atau jika barang tersebut milik orang
lain telah mendapatkan izin dari orang yang
mempunyai barang tersebut.

Dengan demikian jual beli barang oleh
seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak
berdasarkan kuasa si pemilik sah termasuk
jual beli yang batal.

4) Dapat diserahterimakan

Maksudnya objek akad harus dapat
diserahkan ketika terjadi kontrak, namun
tidak berarti harus dapat diserahkan seketika.
Barang yang tidak bisa di serah terimakan itu
tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun

barang tersebut di miliki penjual.59

%8 |bid., 118.
% Ibid., 37.
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5) Dapat diketahui barangnya

Artinya yaitu barang yang diketahui
oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai
bentuk, takaran, sifat dan kuantitas serta
kualitas barang.

Apabila dalam suatu transaksi
keadaan barang dan jumlah harganya tidak
diketahui dengan jelas, maka perjanjian
tersebut tidak sah karena perjanjian yang
seperti itu mengandung unsur penipuan.
Karena dalam aturan figih muamalah jual beli
harus jelas sifat, ukuran dan jenisnya.*

c. ljabdan Qabul

Sighat dalam jual beli merupakan suatu
yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa
ijab dan gabul maka jual beli tidak sah. ijab gabul
berupa ikatan kata-kata penjual dan pembeli
misalnya ‘saya jual kepadamu’ atau ‘saya
serahkan ini untuk kamu miliki’ kemudian
pembeli mengucapkan ‘ya saya beli’ atau ‘saya

. 61
terima’.

d. Prinsip-Prinsip dalam Jual Beli

Dalam etika bisnis ada beberapa prinsip yang
harus dipenuhi seorang pembisnis, antara lain sebagai
berikut :

1. Otonomi (kemendirian) dan tanggung jawab

2. Kejujuran

8 Rozalinda, Figih Ekonomi Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),
54.

1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)
(Yogyakarta: FH Ull, 2004), 11.
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3. Keadilan
4. Saling menguntungkan
5. Integritas moral®.

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi
dalam ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip Ar-Rida

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-
Nisa [4] ayat 29 yang berbunyi :

%5 5 ey p8e 1K 1 6y gl o

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harga sesamamu dengan cara
yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang
dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu.”
(Qs. An-Nisa [4]:29)

Begitu juga dalam penentuan harga harus
dibangun dengan prinsip Ar-rida dari masing-
masing pihak63 .

2. Prinsip persaingan sehat

Mekanisme pasar akan terhambat bekerja
jika terjadi penimbunan (ikhtiar) atau monopoli.
Monopoli dapat diartikan setiap barang yang
penahannya akan memebahayakan konsumen atau
orang banyak. Definisi dari penahanan yaitu
penimbunan barang dan membahayakan karena

62 Basyir., 59.
8 Ibid., 268.
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barang tersebur menyangkut kebutuhan masyarakat
luas.

3. Prinsip kejujuran

Kejujuran merupakan pilar yang sangat
penting dalam Islam sebab kejujuran nama lain dari
kebenaran itu sendiri, Islam melarang melakukan
kebohongan penipuan dalam bentuk apapun sebab
nilai kebenaran ini akan berdampak langsung
kepada para pihak-pihak yang melakukan transaksi

64
perdagangan masyarakat secara luas.

2. Jual Beli Kredit
a. Pengertian Jual Beli Kredit (Bai* Tagsit)

Secara bahasa, al-tagsit ialah membagi-bagi
sesuatu dan memisah- misahkannya menjadi beberapa
bagian yang terpisah.®’ Sedangkan secara istilah bas
tagsit adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar
cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu.

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan
antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya
penambahan harga dalam jual beli kredit adalah
sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada
perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit
dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk
jual beli kredit. Karena adanya kebutuhan. Sementara

84 Marnita Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, and Elena Agustin, “Prosedur Jual
Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam
Kajian Hukum Islam,” ASA,S vol. 11, no. 2 (December 20, 2019): 101-16,
https://doi.org/10.24042/ASAS.V1112.5600.

8 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al- Munawwir (Yogyakarata: Pesantren
Krafyak, 1984), 370.
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mengharamkan riba karena adanya penambahan
pembayaran murni karena penundaan.®

Selain itu, tambahan yang diberikan
merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan
salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras
dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli
kredit, si pembeli mendapatkan barang dan penjual
menerima bayaran dalam bentuk uang, artinya dari
barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan
yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti
untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah
uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa
waktu, padahal bila uang tersebut berada di tangan
penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai
tambahan modal usaha.®’Islam membolehkan pihak
yang membeli barang, kemudian menjualnya, baik
secara cash amaupun kredit. Melebihi harga karena
penundaan pembayaran diperbolehkan. Alasan yang
dikemukakan al-Syantiqi yang memperbolehkan
penambahan harga karena penundaan dan bukan
merupakan riba, karena penambahan harga bukan
merupakan salah satu yang terukur, seperti ditimbang,
diukur dan sebagainya. Sementara riba merupakan
berkaitan yang terukur. Dengan demikian seseorang
yang menjual mobil dengan harga cash 90 Juta,
kemudian dengan harga kredit 100 Juta, maka hal
itu diperbolehkan, selama tidak ada kecurangan dan
penipuan. Artinya, pembayaran dilakukan dengan

 Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers,

2013), 52.

57 Imam Mustofa., 54.
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secara angsuran, misalnya selama sepuluh bulan
dengan cicilan 10 Juta setiap bulan.®®

Salim mengatakan bahwa tagsit berarti
menunda pembayaran utang dengan membagi-bagi
ke dalam waktu tertentu. Hingga pembayaran
yang diangsur adalah harga pembayarannya
pembayaran disyaratkan terbagi-bagi secara jelas
dalam  waktu tertentu”.”Kaitan antara  ta’ji/
(penundaan hingga jatuh tempo waktu tertentu) dan
tagsit (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu),
memang sudah jelas pengertian terminologi tagsit.
Maka dari itu faktor tempo waktu merupakan unsur
mendasar dalam jual beli secara kredit sehingga
sudah sepantasnya untuk menjelaskan hubungan antara
ta'jil (penundaan pembayaran hingga tempo waktu
tertentu) dan fagsit (pengangsuran pembayaran tiap-
tiap waktu tertentu). 7a‘ji/ merupakan menunda
pembayaran harga barang sampai waktu ke depan baik
waktunya sebulan maupaun bertahap. Sedangkan
tagsit, menunda pembayaran barang bagi penjual untuk
menerima pembayaran secara bertahap. Berdasarkan
perbedaan ini bisa dikatakan bahwasanya ada
hubungan umum, khusus dan mutlak antara #a‘ji/ dan
tagsit. Setiap tagsit mengandung unsur sementara
ta‘jil lebih umum dan lebih mutlak sehingga
adakalanya terdapat tagsit pada sistem fa‘ji/ dan
terkadang tidak ada. Dengan demikian tagsit lebih
khusus dari pada ta‘ﬁ].70 Sedangkan Dimyaudin
Djuwaini mengatakan “Jual beli kredit merupakan
mekanisme jual beli dimana harga barang dibayakan

% |mam Mustofa., 55.
% Ihid., 16.
° Nawawi., 99
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secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati.
Dimana penjual harus menyerahkan barang secara
kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang
secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu

tertentu”.”"

Jadi, inti jual beli kredit adalah bahwa jual
beli kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan
terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga
barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur
sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah
disepakati kedua belah pihak (pembeli dan

penjual).72Cont0hnya seorang ibu rumah tangga
membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang
pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar
kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-
kadang mengguanakan uang muka dan terkadang tidak
sama sekali, biasanya pembayarannya dilakukan

dengan angsuran satu kali dalam seminggu.”

. Hukum Jual Beli Kredit

Ulama telah membahas persoalan ini,
sehingga terdapat perbedaan pendapat ada yang
membolehkan dan ada yang melarang. Pertama,
hukumnya boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh
jumur ulama yang terdiri dari ulama Hanafi,
Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah dan para sahabat,
tabi’in dan Zaid bin Ali.

> o0 <
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142.

"1 Nawawi., 102
2 Suharwadi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),

8 1bid.,2.299
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“Padahal Allah telah menghalalkan  jual
beli  dan mengharamkan riba’. (QS. Al-Baqarah[2]:
275)

z
-85

P _E - S R T K2 P
e J21 Ol &0l 1) RS 20 Gl
i} 28 7 7
O}.&&U

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu
bermuamlah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan hendaklah kamu menulisnya”. (QS. Al-
Bagqarah [2]: 282)

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan
prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila
didasarkan = kepada  keridhaan  kedua  belah
pihak.Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah
satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau
juga merasa tertipu.’ Jual beli tidaklah sama
dengan riba. Tambahan harga karena penjualan
dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu
dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan
atau keuntungan tambahan karena penundaan
pembayaran dalam  kasus pembelian  dengan
pembayaran tertunda. Itu menunjukan bahwa
menambah harga karena penundaan pembayaran
semata  adalah  diperbolehkan  sampai-sampai
masyarakat arab hendak menggunakan dalil ini untuk
memperbolehkan bunga dalam pinjam berjangka. Akan
tetapi karena dua jenis transaksi tersebut memiliki

™ Adjazuli, Kaidah-Kaidah Figih (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2011), 130.
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perbedaan yakni antara transakasi pinjam meminajam
dengan jual beli berjangka. Allah SWT tidak
pernah mendasarkan bahwa kedua jenis transaksi itu

75
haram.

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih
masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya
meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan
harga namun sisi pihak tidak menerima uang
pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar
hasil penjualannya secara langsung, sehingga
sebuah kewajaran jika ia menutupi penundaan
pembayaran dengan cara menaikkan harga.’’Kaitanya
dengan jual beli kredit atau bertempo, Allah
menganjurkan untuk dilakukan pencatatan, akan tetapi
ini hanya bersifat bimbingan bukan sebuah kewajiaban.
Abu Said, asy-Sya’bi, Rabi’ bin Anas mengatakan
bahwa pada mulanya mencatat transaksi itu wajib.

Hal ini senada dengan pendapat M. Quraish
Shihab dalam buku tafsir al-Mishbah, bahwa
pencatatan dalam muamalah terutama yang tidak tunai
itu sebagai anjuaran, bukan kewajiaban™.”” Jual beli
kredit ini dikenal dengan istilah memberi
hutang hukumnya adalah sunnah, bahkan ada yang
wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar atau
orang yang  sangat membutuhkan, memang tidak
salah lagi bahwa hai ini adalah suatu pekerjaan yang
sangat amat besar faedahnya terhadap masyarakat,
karena tiap-tiap oarang dalam masyarakat berhajat

277.

> Adjazuli., 131.
" Hisyam bin Muahamad, Jual Beli Kredit (Solo: At-Tibyan, t.th.), 44-46.
" Endang Hidayati, Figih Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),



45

kepada pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman
Allah SWT:

P

033ly W51 o T3l N ¢s5a815 71 e 158553

“Dan  tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan)kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong- menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya™. (QS.
Al-Ma’idah[5]: 2)

Ayat tersebut memberikan pengertian agar
tolong-menolong di antara kaum muslimin terhadap
kebajikan. Juga termasuk memberikan hutang kepada
orang lain seperti jual beli dengan pembayarannya
bertempo atau tertunda. Kedua, hukumnya haram.
Pendapat ini dikemukakan oleh Zaidiyah (salah satu
sakte dalam syi’ah), Ibadhiyah (salah satu sekte dalam
Khawarij), Imam Yahya, al-Jashash al-Hanafi,
sebagaian ulama Syafi’iyah, sebagaian ulama
Hanabilah dan Zhahiriyah.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu’.(QS.An-
Nisa’ [4]:29)



Ayat diatas menjelaskan bahwa suka sama suka
menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang
diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka
perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk
memakan harta orang lain secara batil.”

c. Syarat Jual Beli Secara Kredit

Agar penundaan waktu pembayaran dan
angsuran menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:”

1. Harga kredit termasuk jenis utang. Jika
penyerahan barang dagangan ditunda sampai
waktu tertentu dengan perkataan pembeli “Saya
beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan
menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu”. Jual
beli seperti itu batal karean penundaan waktu
pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat
manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk
membayarnya dan dimungkinkan ia mencarinya
dalam beberapa waktu.

2. Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti
penukaran uang dan harga pembayaran yang
diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena
kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang
pembayaran ditemapat transaksi, sehingga sebagai
tindakan untuk mencegah riba tidak mungkin

dilakuakan penundaan waktu pembayaran.*

8 1bid., 134.
" Adjazuli., 111.
8 Adjazuli., 112.
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3. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga.
Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau
laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak
mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang
kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang
berlipat- lipat, karena hal ini termasuk kerusakan,
ketamakan, merugikan manusia dan memakan harta
semasa secara bathil.

4. Mengetahuai harta pertama apabila jaul beli
secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling
percaya antara penjual dan pembeli .

5. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem
kredit ini. Apabila pembeli menyegerakan
pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu
dari harga yang semestinya.

6. Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak
boleh membeli kepada pembeli, baik pada saat akad
maupun sesudahnya, menambah harga pembayaran
atau keuntungan ketika pihak yang berhutang
terlambat membayar utangnya.”

7. Tujuan pembeli membeli barang dagangan
dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada
harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya
segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila
tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera
dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi
suatu kebutuhannya yang lain.*

& Adjazuli., 113.
82 Adjazuli., 114.
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d. Penetapan Harga Jual

Allah SWT telah memberikan hak tiap
orang untuk membeli dengan harga yang disenangi.
Namun, ketika negara menetapkan harga untuk umum,
maka Allah  telah  mengharamkannya  untuk
membuat penetapan harga barang tertentu yang
dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan
transakasi jual beli sesuai dengan penetapan harga
tersebut. Oleh karena itu, penetapan harga tersebut
dilarang.®

Dalam ekonomi Islam cara pengendalian
harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila
penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan
penawaran, maka mekanisme pengendalian
dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila
penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan
penawaran, maka mekanime pengadilan dilakuakan
penghilangan distorsi termasuk penetapan harga untuk
mengendalikan harga pada keadaan sebelumnya.™

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan
harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang
yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan
tidak  menjerumuskan  pembeli.**  Melindungi
kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting
dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal sama
perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua
belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka.
Imam Asy Syukani berkata: “Sesungguhnya manusia

285.

8 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),

8 Anto., 286.
8 Heri Sudarsono, Bank Lembaga Syari’ah (Yogyakarta: Ekonsia FE Ull,

2006), 201-202.
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mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka.
Pembatasan harga berarti penjagalan terhadap
mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan
kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan
harga  bukanlah  lebih  utama  dari  pada
memperhatikan penjual dengan meninggikan harga.
Jika hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib
diberikan keluangan berijtihad kemaslahatan diri
mereka  masing-masing”.**Pemaksaan terhadap
penjual barang untuk menjual kepada yang tidaki
relakan bertentangan dengan firman Allah dalam surat
An-Nisa’ [4]:29.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa Islam telah
menjujung tinggi mekanisme pasar bebas, maka
mereka juga bersepakat bahwa hanya daam kondisi
tertentu saja pemeritah dapat melakukan kebijakan
harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan

harga agar kembali kepada harga yang adil, yang

normal atau wajar atau hrga pasar.87

Pada prinsipnya transaksi jual beli harus
dilakukan pada harga yang adil sebab merupakan
cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap
keadilan yang menyeluruhn. Secara umum, harga yang
adil adaah harga yang tidak menimbulkan penindasan
(kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan
menuntungkan pihak yang lain. Harga harus
mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya
secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan
yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang
setara dengan harga yang dibayarkan.*®

% bid., 48.
8 |bid., 97.
8 Anto., 298.
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